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Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Beasiswa D3 Afirmasi lkatan Dinas
Orang Asli Papua (“OAP") Tahun Ajaran 2019-2022(selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat
dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas
(11-04-2019) oleh dan antara :

PT PLN (Persero), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris
Sutjipto Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya
terakhir berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 39 tanggal 30 Mei 2017
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 2 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : AHU-AH.01.03-0141667
tahun 2018, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12160, dalam hal ini diwakili oleh MUHAMAD ALI
selaku Direktur Human Capital Management, dengan demikian bertindak untuk dan atas
nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut sebagai PLN;

. POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG, didirikan berdasarkan Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Rl No. 082/0/1997 tanggal 28 April 1997 berkedudukan di Makassar
dan beralamat di JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar, dalam hal ini
diwakili oleh Ir. MUHAMMAD ANSHAR, M.Si., Ph.D. selaku Direktur POLITEKNIK NEGER]
UJUNG PANDANG, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK
NEGERI UJUNG PANDANG, selanjutnya disebut sebagai PNUP.

Bahwa PLN dan PNUP, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara
bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan dalam kedudukannya tersebut di atas,
terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum serta melaksanakan penugasan
Pemerintah di bidang ketenagalistrikan.
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PLN memiliki komitmen untuk memberikan manfaat sosial, ekonomi dan pendidikan untuk
stakeholder yang memerlukan bantuan melalui penggunaan dana Corporate Social
Responsibility, (selanjutnya disebut “Dana Corporate Social Responsibility”); secara
khusus dalam perjanjian ini adalah pelaksanaan Program Beasiswa D3 Afirmasi lkatan
Dinas OAP.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan Dana Corporate Social
Responsibility, PLN turut serta berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan yang
merupakan pelaksanaan dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;

Bahwa PNUP adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Vokasi

Bahwa sebagai salah satu bentuk partisipasi PLN untuk meningkatkan pendidikan di
Indonesia maka PLN turut serta dalam pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh
PNUP sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini; dan

Bahwa PNUP bersedia untuk menerima dan menyalurkan Dana Corporate Social
Responsibility yang diperoleh dari PLN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat,
menandatangani serta melaksanakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

a.

Peserta adalah Orang Asli Papua (warga dari suku yang mendiami pulau Papua atau non
Papua yang diangkat atas persetujuan kepala suku) yang telah lulus seleksi penerimaan;

Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai Mahasiswa Program
Program Beasiswa D3 Afirmasi Ikatan Dinas OAP.

Program Beasiswa D3 Afirmasi |katan Dinas OAP, yang selanjutnya disebut Program, adalah
program pendidikan Diploma Tiga (D3) oleh PNUP, di mana dengan persyaratan yang telah
ditentukan antara lain lulus Program Pendidikan Diploma Tiga (D3) dan Uji Sertifikasi
Kompetensi Keahlian dari PNUP mahasiswa dapat mengikuti Diklat Prajabatan sebagai
prasyarat untuk diangkat sebagai pegawai PLN

Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh PLN kepada peserta program meliputi soft
competency, hard competency dan kesehatan.

Sistem gugur adalah sistem yang diterapkan dalam evaluasi dimana peserta program
dinyatakan gugur atau tidak lolos apabila Indeks Prestasi Kumulatif di akhir studi di bawah
2,75 dan atau tidak memenuhi persyaratan akademis yang telah ditetapkan oleh PNUP
dan atau tidak memenuhi soft competency dan kesehatan yang telah dipersyaratkan.

Diklat Prajabatan PLN adalah kegiatan pembekalan bagi calon pegawai PLN sebagai
prasyarat untuk bisa diangkat sebagai pegawai baru PLN

Pegawai baru PLN adalah mereka yang telah lulus Program Beasiswa D3 Afirmasi |katan
Dinas OAP dan Diklat Prajabatan PLN
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PLN dan PNUP sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Beasiswa D3
Afirmasi lkatan Dinas OAP Tahun Ajaran 2019-2022 untuk memenuhi kebutuhan Pegawai PT
PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua & Papua Barat, yang selanjutnya disebut Perjanjian,
dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Corporate Social
Responsibility (CSR) melalui, Program Beasiswa D3 Afirmasi lkatan Dinas OAP Tahun Ajaran
2019-2022 di bidang Teknik Elektro; Teknik Mesin, Akuntansi dan Administrasi Niaga dengan
tujuan agar diperoleh lulusan Diploma Tiga (D3) yang siap bekerja dan memiliki kompetensi
cukup untuk diterima sebagai Pegawai PLN,

Pasal 3
LINGKUP KERJASAMA

(1) PNUP menyelenggarakan Pendidikan Program Beasiswa D3 Afirmasi |katan Dinas OAP
Tahun Ajaran 2019-2022 di bidang Teknik Elektro; Teknik Mesin, Akuntansi dan
Administrasi Niaga berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku

(2) Calon Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diseleksi secara bersama-
sama oleh PARA PIHAK.

(3) PNUP melaksanakan Program dengan Peserta sebanyak banyaknya 20 (dua puluh) orang.
(4) Secara berkala PARA PIHAK akan melakukan evaluasi kepada Peserta program.

(5) PNUP wajib mendampingi Peserta Program dan memastikan Peserta memiliki kompetensi
yang sesuai dengan kebutuhan PLN melalui :

a. PNUP memberikan matrikulasi 5 mata kuliah dasar selama 2 bulan sebelum perkuliahan
sampai Peserta dianggap mampu untuk mengikuti perkuliahan.

b. PNUP memberikan pendampingan khusus secara personal kepada Peserta Program D3
Beasiswa Afirmasi Ikatan Dinas Orang Asli Papua.

c. PNUP memberikan program peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dan wawasan
karir kepada Peserta Program D3 Beasiswa Afirmasi lkatan Dinas Orang Asli Papua.

d. PNUP memberikan kesempatan kepada Peserta Program tersebut untuk mengikuti
semester pendek jika ada mata kuliah yang tidak lulus pada semester 1 dan 4.

e. PNUP memberikan bimbingan khusus kepada Peserta Program tersebut jika ada mata
kuliah yang tidak lulus di Semester 5 dan 6.

f. PNUP memfasilitasi pendampingan rohaniawan sesuai agama dan keyakinan Peserta.

g. PNUP memastikan Peserta melakukan magang di PLN dan membimbing penyusunan
Tugas Akhir (TA) yang berkaitan dengan proses bisnis PLN.

(6) PNUP wajib memberikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester kepada PLN.

(7) PNUP menyediakan asrama, transport dan biaya hidup selama mahasiswa mengikuti
perkuliahan sesuai anggaran dan aturan yang telah ditetapkan oleh PLN, dan dijelaskan
lebih lanjut dalam lampiran 1.
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(8) PNUP mengelola uang saku Peserta sesuai anggaran dan aturan yang telah ditetapkan
oleh PLN, dan dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran 1.

Pasal 4
PERSYARATAN PESERTA
Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia lulus SMK jurusan listrik, mesin, akuntansi, administrasi atau
SMA sederajat bidang IPA dan IPS.

b. Usia maksimal 20 tahun pada saat mendaftar sebagai calon Peserta Program Diploma
Tiga (D3) Beasiswa Afirmasi Orang Asli Papua.

Belum menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan.

Tidak memiliki ketunaan yang mengganggu kelancaran program studi dan pekerjaan,
Berbadan sehat dan tidak buta warna.

Melampirkan pernyataan bermeterai bebas narkoba.

Melampirkan surat keterangan berkelakuan baik (dari POLRI).

S@ = o ao

Lulus ujian masuk/seleksi penerimaan.

Pasal 5
SELEKSI PENERIMAAN

(1) Seleksi penerimaan / ujian masuk Calon Peserta Program D3 Beasiswa Afirmasi Ikatan
Dinas Orang Asli Papua mengikuti ketentuan Sistem Rekrutmen Pegawai yang berlaku di
lingkungan PLN dan Ketentuan Penerimaan Calon Mahasiswa PNUP

(2) Seleksi penerimaan Calon Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
dilaksanakan oleh suatu Tim yang terdiri atas unsur PLN dan unsur PNUP dengan
pembagian pelaksanaan sebagai berikut:

a. Seleksi Administrasi (oleh PLN)

b. Psikotes (oleh PLN)

c. Tes Kesehatan Fisik dan Laboratorium (oleh PLN)
d. Tes Wawancara (oleh PLN)

e. Tes Akademik (oleh PNUP)

(3) Pengumuman Penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan secara terbuka.

Pasal 6
PENCAIRAN DANA CSR

(1) Jumlah Dana Corporate Social Responsibility yang disepakati PARA PIHAK berdasarkan
Perjanjian ini adalah sebesar Rp 308.602.500,- (tiga ratus delapan juta enam ratus dua
ribu lima ratus rupiah) per Peserta Program yang lulus seleksi PLN dan PNUP atau
maksimal sebesar Rp 6.172.050.000,- (Enam Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta
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Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 20 Peserta Program untuk setiap tahun akademik 2019-
2022.

Dana Corporate Social Responsibility diperuntukkan bagi maksimal 20 Penerima Beasiswa
dengan perincian biaya yang disesuaikan dengan kelulusan masing-masing dalam
Program Beasiswa D3 Afirmasi Ikatan Dinas OAP

Tahapan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Program Beasiswa D3
Afirmasi lkatan Dinas OAP adalah sebagai berikut:

Matrikulasi : Bulan Juni-Juli 2019:

Tahun Akademik 2019/2020 : Tahun Pertama;

Tahun Akademik 2020/2021 : Tahun Kedua;

Tahun Akademik 2021/2022 : Tahun Ketiga; dan

Tahun Akademik 2021/2023 : Tahun Keempat (tambahan/optional) sesuai pencapaian
siswa

P00 oD

Penyerahan Dana Corporate Social Responsibility akan dilakukan oleh PLN dalam 4

(empat) tahap selama Masa Berlaku Perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 8

Perjanjian ini, dengan rincian jadwal sebagai berikut:

a. Tahap | sebesar maksimal Rp.2.093.050.000,- (Dua Milyar Sembilan Puluh Tiga Juta
Lima Puluh Ribu Rupiah) diserahkan pada bulan Mei 2019;

b. Tahap Il sebesar maksimal Rp.1.334.000.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh
Empat Juta Rupiah) diserahkan pada bulan Juli 2020;

c. Tahap Il sebesar maksimal Rp. 1.445.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat
Puluh Lima Juta Rupiah) diserahkan pada bulan Juli 2021; dan

d. Tahap IV sebesar maksimal Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)
diserahkan pada bulan Juli 2022.

Jika terdapat perubahan alokasi bantuan maka para pihak sepakat untuk dibuatkan
amandemen perjanjian.

Dana Corporate Social Responsibility akan diserahkan oleh PLN dengan cara ditransfer
pada rekening milik PNUP yaitu atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), Bank
Rakyat Indonesia (BRI) KCP Tamalanrea, Nomor Rekening : 0403-01-000435-30-2

Sebelum penyerahan Dana Corporate Social Responsibility tersebut, PNUP

menyampaikan :

a. Surat permohonan pencairan Dana Corporate Social Responsibility;

b. Dilengkapi dengan laporan tahunan realisasi Program (tidak berlaku untuk penyerahan
Tahap | );

c. Kuitansi bermeterai, dengan dibubuhi stempel dan tandatangan PNUP sebagai tanda
terima penerimaan Dana Corporate Social Responsibility dari PLN; dan

d. Berita acara serah terima penyerahan Dana Corporate Social Responsibility dari PARA
PIHAK (tidak berlaku untuk penyerahan Tahap I).

PLN akan memproses pembayaran Dana Corporate Social Responsibility setelah PNUP
memenuhi ketentuan ayat (7) Pasal ini.
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Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban PLN adalah sebagai berikut :

a. Berhak menerima laporan-laporan tertulis setiap akhir semester dari PNUP atas
penyelenggaraan dan pelaksanaan Program;

b. Berhak menerima evaluasi prestasi akademis atas 20 (dua puluh) Penerima Beasiswa
per semester dari PNUP;

c. Berhak menerima laporan dan dokumentasi dalam bentuk foto atas kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan oleh PNUP yang melibatkan Penerima Beasiswa yang diserahkan
per semester;

d. Berhak melakukan pengawasan dan pemantauan atas penyelenggaraan dan
pelaksanaan Program;

e. Berhak memberikan teguran baik secara lisan atau tertulis kepada PNUP apabila PNUP
melakukan penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan Program;

f. Berhak memasang logo PLN dalam acara yang diselenggarakan oleh PNUP
sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Program.

g. Wajib menyediakan dan menyerahkan Dana Corporate Social Responsibility kepada
PNUP sebesar maksimal Rp. 6.172.050.000,- (Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua
Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

(2) Hak dan kewajiban PNUP adalah sebagai berikut :

a. Berhak menerima dan menggunakan Dana Corporate Social Responsibility dari PLN
sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

b. Berhak mengambil segala keputusan terkait dengan teknis pelaksanaan Program
sepanjang tidak bersifat signifikan dan tidak melanggar maksud dan tujuan
Perjanjian serta ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

c. Wajib mengelola dan menyalurkan Dana Corporate Social Responsibility kepada para
Penerima beasiswa sesuai dengan Program;

d. Wajib meminta persetujuan tertulis dari PLN untuk setiap perubahan yang bersifat
signifikan dan atau mengubah maksud dan tujuan Perjanjian yang mungkin terjadi
selama Masa Berlaku Perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 8 Perjanjian;

e. Wajib menyerahkan laporan setiap akhir semester kepada PLN; dimana laporan
tersebut meliputi :

i. Penggunaan Dana Corporate Social Responsibility;
ii. Laporan dan evaluasi prestasi akademis 20 (dua puluh) Penerima Beasiswa;
ii. Laporan sukses program beasiswa dengan target kelulusan mencapai 100% dan
IPK rata-rata diatas 2,75 untuk teknik dan 3,00 untuk non teknik.
iv. Dokumentasi atas setiap acara yang diselenggarakan oleh PNUP yang melibatkan
20 (dua puluh) Penerima Beasiswa
f.  Wajib membentuk citra positif bagi PLN kepada Penerima Beasiswa.

Pasal 8
PENGELOLAAN DANA

(1) Dana Corporate Social Responsibility yang diberikan oleh PLN akan disalurkan oleh PNUP
yang ditujukan kepada Peserta Program D3 Beasiswa Afirmasi lkatan Dinas Orang Asli
Papua.

(2) Apabila selama masa pendidikan terdapat Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri
dari Program D3 Beasiswa Afirmasi lkatan Dinas Orang Asli Papua, maka PLN dan PNUP
akan mereview kembali perjanjian dan jika ada perubahan maka dilakukan amandemen
perjanjian
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Pasal 9
WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan selesainya
penyelenggaraan Program Beasiswa D3 Afirmasi lkatan Dinas OAP tahun akademik
2019/2022 dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun akademik jika ada mahasiswa
penerima beasiswa yang belum lulus.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

(1) Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kehendak dan kemampuan PARA PIHAK
termasuk tetapi tidak terbatas kepada kekuasaan Tuhan, keadaan perang atau ancaman
perang, penyerangan, kerusuhan, huru hara, embargo, keputusan pemerintah atau
perubahan kebijakan dan peraturan baik nasional maupun internasional yang telah
diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran,
badai, banijir, tanah longsor atau kejadian lainnya yang disebabkan oleh keadaan alam,
wabah, karantina, boikot, mogok kerja atau perselisihan perburuhan maupun kejadian
terorisme dan sabotase yang mempengaruhi dan/ atau menghambat penyelenggaraan dan
pelaksanaan Program yang dilakukan oleh PIHAK manapun yang berakibat langsung dan
nyata terhadap Perjanjian ini.

(2) Force Majeure sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan oleh
PIHAK yang terkena dampak secara tertulis kepada PIHAK yang lain paling lambat 5 (lima)
Hari Kerja setelah terjadinya Force Majeure  dimaksud untuk kemudian PARA PIHAK
akan menyelesaikan permasalahan atas dasar itikad baik dengan mempertimbangkan
asas-asas hukum yang berlaku dan tetap berusaha memenuhi kewajibannya. Apabila
dalam waktu tersebut PIHAK mengalami Force Majeure tidak memberitahu secara tertulis
kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan
sebagai Force Majeure dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian ini.

(3) Setiap dan seluruh kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai
akibat terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

(4) Apabila Force Majeure  berlangsung sampai menimbulkan halangan dan/ atau
keterlambatan dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian selama 5 (lima) Hari Kerja,
maka PARA PIHAK harus bertemu untuk mengantisipasi dan mengurangi permasalahan
yang timbul akibat kejadian tersebut. Apabila tidak ditemukan jalan keluarnya, Perjanjian ini
dapat ditunda, dimodifikasi, atau diakhiri dengan suatu perjanjian di antara PARA PIHAK.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian dapat berakhir dengan sebab :
a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
b. Terjadinya force majeure,
c. Salah satu PIHAK dinyatakan atau jatuh pailit;
d. Salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atau tidak dapat memenuhi setiap dan/ atau
seluruh kewajiban, aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam
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e. Perjanjian ini dan tidak mengindahkan peringatan dari PIHAK yang lain untuk
memperbaiki kelalaiannya;

f. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini.

g. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya
jangka waktu Perjanjian ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari
Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

h. Apabila ada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau
kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

(2) Berakhirnya Perjanjian tidak secara otomatis menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban
PARA PIHAK yang dimiliki sampai hak dan kewajiban itu selesai dilaksanakan.

(3) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang
mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya
pada peraturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK di dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja perbedaan interpretasi dan/atau perselisihan
tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) berdasarkan ketentuan dan
peraturan hukum Indonesia yang berlaku di BANI dan keputusannya harus final dan
mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN PERJANJIAN

(1) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hal-hal yang belum atau belum cukup diatur
dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama oleh PARA
PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang merupakan
satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang menjadi
dasar/landasan maupun yang terkait dengan Perjanjian ini atau suatu keadaan yang
menyebabkan sebagian/seluruh Perjanjian ini menjadi tidak sesuai lagi dan/atau tidak dapat
dilaksanakan sepenuhnya maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan atas
Perjanjian ini.

(3) Usul perubahan Perjanjian harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan
kepada PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
Kalender sebelum perubahan dilakukan.
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Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau segala komunikasi lainnya yang disyaratkan didalam Perjanjian
ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili, e-
mail kepada PARA PIHAK dengan alamat sebagai berikut:

PLN
PT PLN (Persero)
JI. Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160

Nomor Telepon 1 (021) 7251234, 7261122
Nomor Faksimili 1 (021) 7222328
Ditujukan kepada . EVP Talent Development

Tembusan Kepada

1. EVP CSR,

2. GM PT PLN (Persero) PUSDIKLAT,

2. GM PT PLN (Persero) UIW Sulselrabar,

3. GM PT PLN (Persero) UIW Papua dan Papua Barat

PNUP
Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP)
JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar

Nomor Telepon . (0411) 585365, 585367, 585368
Nomor Faksimili : (0411) 586043
Ditujukan kepada . Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang

(2) Pemberitahuan, permintaan, permohonan atau komunikasi lainnya sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) di atas dianggap telah diterima apabila:

a. Diantar sendiri, dan dibuktikan dengan tanda terima tercatat;

b. Dikirim melalui surat pos tercatat, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
cap pos;

c. Dikirim melalui faksimili, dan dibuktikan dengan tanda terima tercetak sebagai
konfirmasi;

d. Dikirim melalui jasa kurir, dan dibuktikan dengan tanda terima tercatat; atau

e. Dikirim melalui surat elektronik (e-mail), dan dibuktikan dengan balasan tercetak (print-
out reply) sebagai konfirmasi.

(3) Jika salah satu PIHAK mengganti atau mengubah alamatnya atau hal-hal terkait lainnya
sehubungan dengan alamat ini, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan penggantian
dan/atau perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya melalui pos tercatat, email dan/atau

(4) faksimili. Alamat yang baru akan dianggap efektif setelah 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penggantian dan/atau perubahan.

Pasal 15
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji pada PIHAK lainnya
bahwa:

a. PARA PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini mempunyai kewenangan yang penuh
untuk bertindak dan/atau mewakili, oleh karenanya Perjanjian ini akan mengikat dan
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berlaku secara sah bagi PARA PIHAK dan dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan
ketentuan dalam Perjanjian ini.

PARA PIHAK menjamin dan sepakat bahwa segala hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan dari Perjanjian ini akan dilakukan dengan memperhatikan perundang-
undangan, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan hukum terkait yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.

PARA PIHAK menjamin dan sepakat bahwa segala izin-izin dan persetujuan yang
dibutuhkan dan dipersyaratkan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini telah
atau akan diperoleh secara sah pada waktunya dari instansi-instansi yang berwenang,
yang pengurusannya akan dilakukan oleh dan atas biaya dan tanggungannya sendiri.

Setiap dan seluruh informasi dan/ atau data yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada
PIHAK lainnya sehubungan dengan akta pendirian, anggaran dasar berikut segala
perubahannya, akta pengangkatan dan/ atau pemberhentian pemegang saham, dewan
komisaris dan direksi atau dewan pembina, dewan pengawas dan dewan pengurus, setiap
dan seluruh izin-izin dan dokumen-dokumen lainnya adalah mencerminkan kondisi
terakhir dari susunan pemegang saham, susunan dewan komisaris dan susunan direksi
atau susunan dewan pembina, susunan dewan pengawas dan susunan dewan pengurus
dari PIHAK terkait.

Hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini adalah sah dan mengikat PARA
PIHAK dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing PIHAK sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab dan secara profesional.

Tidak ada klaim, tindakan, tuntutan atau proses yang tertunda terhadap setiap PIHAK,
yang mana hasilnya bisa memberikan dampak secara materiil dan negatif terhadap
transaksi-transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan setiap PIHAK bukan
merupakan subyek

yang tunduk pada perintah, panggilan, pembatasan atau ketetapan yang bisa berakibat
materiil dan negatif terhadap kemampuannya untuk melaksanakan transaksi-transaksi
yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 16
LAIN-LAIN

(1) Masing-masing PIHAK dilarang untuk mengalihkan Perjanjian ini, atau hak-hak yang

terdapat di dalam Perjanjian ini, atau kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan
Perjanjian ini, baik secara sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pihak manapun
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.
Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya akan menjadi
batal demi hukum.

(2) Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan PARA

PIHAK dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan,
mengubah atau membatasi hak/ kewajiban masing-masing PIHAK maupun menyebabkan
interprestasi lain dari Perjanjian ini.
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Perjanjian ini merupakan satu-satunya pelaksanaan yang sah diantara PARA PIHAK,
oleh karenanya setiap dan seluruh komunikasi, perjanjian dan komitmen yang terjadi, baik
secara tertulis maupun tidak tertulis, sehubungan dengan penyelenggaraan dan
pelaksanaan Program yang terjadi sebelum penandatanganan Perjanjian ini digantikan
dan dianggap tidak berlaku.

Dalam hal terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian ini yang diperperselisihankan menjadi
perselisihan oleh dan antara PARA PIHAK maka hal tersebut tidak mempengaruhi
keabsahan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini beserta lampirannya.

Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dinyatakan bertentangan dan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka
ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan efektif, dengan ketentuan
PARA PIHAK dengan itikad baik akan melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap
ketentuan tersebut.

Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan
Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Surat-surat, dokumen-dokumen dan
lampiran-lampiran tersebut maka yang berlaku adalah Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua)
asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang
sama, pada hari tanggal bulan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG PT PLN (PERSERO)
DIREKTUR DIREKTUR HUMAN CAPITAL
MANAGEMENT

AD ANSHAR, M.Si., Ph.D. UHAMAD ALI ﬂ\



